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Latar belakang penulisan skripsi ini dikarenakan adanya aturan dalam 

KUH Perdata yang tidak memperbolehkan suatu badan hukum untuk menjadi wali 

dari anak dibawah umur, namun dalam ketentuan lain dalam peraturan undang-

undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak membolehkan adanya 

pelaksanaan perwalian yang dilakukan oleh badan hukum.  

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu kedudukan hukum panti asuhan 

sebagai wali dari anak di dibawah umur serta tanggung jawab panti asuhan 

sebagai wali atas harta anak dibawah umur. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu 

Untuk mendeskripsikan tentang kedudukan hukum panti asuhan sebagai wali dari 

anak di dibawah umur serta untuk menjelaskan tentang tanggung jawab panti 

asuhan sebagai wali atas harta anak dibawah umur 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu 

menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang menggunakan perundang-

undangan seperti KUH Perdata dan Undang- undang perlindungan anak sebagai 

rujukan utama. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan 

perundang-undangan (statute approach). Jenis dan sumber hukum yang digunakan 

yaitu bahan huku primer dan bahan hukum sekunder.  

Hasil dari penelitian skripsi ini yaitu untuk pembahasan pertama mengenai 

kedudukan panti asuhan sebagai wali dari anak dibawah umur ketika adanya 

penetapan pengadilan maka panti asuhan berhak atas pengurusan pribadi anak. 

Selanjutnya, pembahasan kedua mengenai tanggungjawab panti asuhan dalam 

memenuhi kewajibannya sebagai wali atas harta anak dibawah umur  

Dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika perwalian dilaksanakan dipanti 

asuhan tanpa adanya penetapan pengadilan, maka panti asuhan hanya 

melaksanakan perannya sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak. Mengenai 

tanggungjawab harta kekyaan anak harus ada pengawasan khusus dari suatu 

lembaga agar minim untuk wali melakukan penyelewenengan hart anak.  

 

Kata Kunci: Kedudukan, Tanggungjawab, Panti asuhan.  



 

 

Abstract 
THE LEGAL POSITION OF ORPHANAGES AS GUARDIANS 

OF MINORS 
By : Hanita Sari 

 

Main Advisor: Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H. 

Supervising Lecturer: Imam Rofiqi, S.H., M.Kn. 

 

The background of this thesis writing is due to the rules in the Civil Code 

that do not allow a legal entity to become a guardian of a minor, but in other 

provisions in Law No. 35 of 2014 concerning child protection allows the 

implementation of guardianship by legal entities.  

The formulation of the problem in this thesis is the legal position of 

orphanages as guardians of minors and the responsibility of orphanages as 

guardians of the property of minors. The purpose of writing this thesis is to 

describe the legal position of orphanages as guardians of minors and to explain 

the responsibilities of orphanages as guardians of the property of minors. 

The research method used in writing this thesis is to use a normative 

juridical research type that uses legislation such as the Civil Code and the Child 

Protection Law as the main reference. The research approach used is the statute 

approach. The types and sources of law used are primary legal materials and 

secondary legal materials.  

The results of this thesis research are for the first discussion regarding the 

position of orphanages as guardians of minors when there is a court decision, the 

orphanage is entitled to personal management of the child. Furthermore, the 

second discussion regarding the responsibility of orphanages in fulfilling their 

obligations as guardians of the property of minors.  

It can be concluded that when guardianship is exercised in an orphanage 

without a court order, the orphanage only carries out its role as a child social 

welfare institution. Regarding the responsibility of children's property, there must 

be special supervision from an institution so that it is minimal for the guardian to 

misuse the child's property.  

 

Keywords: Position, Responsibility, Orphanage. 
 


